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P U T U S A N

Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama

dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Cerai Gugat antara :

Penggugat, NIK XXX, tempat  dan  tanggal  lahir,  Magetan,  11  Oktober

1989,  agama  Islam,pendidikan  SLTP,  pekerjaan  Petani,

bertempat  tinggal  di  Dusun  XXXX Desa  XXXX Kecamatan XXXX

Kabupaten Magetan, sekarang bertempat kediaman dirumah orang

tua Penggugat  di  XXX Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten

Magetan;  

Penggugat;

Lawan

Tergugat,  NIK  XXXX,  tanggal  lahir  22  Oktober  1981,  agama

Islam,pendidikan  SLTP,  peker jaan  Buruh  XXXX,  bertempat

tinggal  di  Dusun XXXX Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten

Magetan;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  dalam  surat  gugatannya tanggal  10  Mei  2023

yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Magetan,  Nomor

421/Pdt.G/2023/PA.Mgt,  tanggal  10  Mei  2023,  dengan  dalil-dalil  pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat  dengan Tergugat  telah  menikah  sah  menurut  agama

Islam pada tanggal   25 Oktober 2008, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah

pada  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan   XXXX,  Kabupaten  Magetan
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sebagaimana terbukti  dalam  Kutipan Akta Nikah  Nomor  :   XXXX/2008

tanggal   25 Oktober 2008, dan saat menikah status  Penggugat  perawan

dan  Tergugat bersetatus  jejaka;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan  Penggugat dan  Tergugat telah

hidup  bersama  sebagaimana  layaknya  suami  istri  dan  tinggal  bersama

dirumah orang tua Tergugat di Dusun XXXX Desa XXXX Kecamatan XXXX

Kabupaten Magetan,  kemudian  pergi  bekerja  ke Banyuwangi  dan tinggal

dikontrakan daerah Muncar Kabupaten Banyuwangi, kemudian pada tahun

2015  pindah  kerumah  orang  tua  Tergugat  di  Dusun  XXXX  Desa  XXXX

Kecamatan XXXX Kabupaten Magetan; 

3. Bahwa  selama  membina  perkawinan  tersebut   Penggugat  dan  Tergugat

sudah melakukan hubungan suami istri  (Ba'da Dukhul)  dan dikaruniai  3

orang anak bernama :

a. WKW, Tempat tanggal lahir, Magetan, 14 Desember 2011

b. RKW, Tempat tanggal lahir, Magetan, 27 September 2017

c. TKB, Tempat tanggal lahir, Magetan, 27 Februari 2021;  

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga  Penggugat dan  Tergugat berjalan

tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak Akhir tahun 2009  rumah

tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang  disebabkan  karena  setiap  ada  permasalahan  dalam

rumah tangga Tergugat tidak bisa menyelesaikan masalah secara baik-baik

justru sering marah marah dan berkata kasar;

5. Bahwa  akibat  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran tersebut,

akhirnya sejak bulan  Januari  2019  Penggugat pulang kerumah orang tua

Penggugat  di  XXX  Desa  XXXX  Kecamatan  XXXX  Kabupaten  Magetan

sehingga  pisah  rumah   selama  4  tahun  4  bulan  dan  selama  berpisah

tersebut  Tergugat  tidak  memberi  nafkah  kepada  Penggugat  dan  anak-

anaknya ; 

6. Bahwa  dengan  kejadian  tersebut   telah  di  tempuh  upaya  damai  namun

rumah tangga antara  Penggugat dengan  Tergugat sudah tidak lagi dapat

dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah

tangga  yang  sakinah,  mawaddah  dan  rahmah sudah  sulit  dipertahankan
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lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar

norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative

terakhir  untuk  menyelesaikan  permasalahan  rumah  tangga  antara

Penggugat dengan  Tergugat ;

7. Bahwa  Penggugat  bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat

gugatan  Penggugat tersebut;

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut,  Penggugat mohon kepada

Pengadilan  Agama  Magetan,  untuk  berkenan  menerima,  memanggil  dan

memeriksa   Penggugat  dan   Tergugat,  selanjutnya  menjatuhkan  putusan

sebagai   berikut  :  

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba’in  sughro  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat) ;

3. Membebankan  kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai

dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila  Pengadilan  Agama Magetan berpendapat  lain,  mohon putusan

yang seadil-adilnya ;

Bahwa  pada  hari-hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Penggugat dan

Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  Penggugat dan

Tergugat di persidangan namun tidak berhasil; 

Bahwa  Ketua  Majelis  telah  memerintahkan  Penggugat dan  Tergugat

untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama H.

Isro'  Jauhari,  S.Ag  tanggal  31  Mei  2023,  ternyata  yang  pada  pokoknya

perdamaian  perkara  perceraian  tidak  berhasil,  tetapi  perdamaian  akibat

perceraiannya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian yang

isinya sebagai berikut;

Pasal 1
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 Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, Penggugat  dan

Tergugat  sepakat  mengenai hak  asuh  (hadhanah)  atas  anak  hasil

perkawinan Tergugat dan Penggugat, yang bernama 

- WKW, lahir di Magetan, tanggal 14 Desember 2011 dan TKB, lahir

di Magetan, tanggal 27 Februari 2021 dirawat oleh Penggugat;

- RKW, lahir di Magetan, tanggal 27 September 2017 dirawat

oleh Tergugat.

 Penggugat /  Tergugat harus  memberi  akses  kepada  Penggugat  /

Tergugat untuk  bertemu,  berinteraksi  dan  membawa  anak  tersebut

minimal  sewaktu  anak libur  sekolah dan apabila  Penggugat  /  Tergugat

tidak diberikan hak akses oleh Penggugat / Tergugat, maka hal tersebut

dapat  dijadikan  alasan  oleh  Penggugat  /  Tergugat  untuk  mengajukan

gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

 Pertemuan dan interaksi Penggugat / Tergugat terhadap anak tersebut

sebagaimana dimaksud pada ayat  (2)  diatas dilakukan dengan terlebih

dahulu  memberitahukan  dan  atau  atas  sepengetahuan  Penggugat  /

Tergugat;

Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa

Perkara  untuk  menguatkan  kesepakatan  perdamaian  ini  dalam  amar  dan

pertimbangan putusan apabila  permohonan Cerai  Gugat  yang diajukan oleh

Penggugat dikabulkan;

Pasal 3

Kesepakatan perdamaian ini  hanya berlaku apabila  Hakim Pemeriksa

Perkara  mengabulkan  permohonan  Cerai  Gugat  Penggugat  dan  putusan

tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa  Penggugat merubah  Gugatannya  dengan  memasukkan

kesepakatan tersebut  merupakan bagian yang tak terpisahkan dari  Gugatan

Penggugat dan Tergugat menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan

maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban

sebagai berikut :

- Bahwa  benar  Tergugat   dengan  Penggugat  adalah  pasangan

suami isteri sah yang menikah pada tanggal  25 Oktober 2008 di KUA

XXXX Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa   benar  selama  membina  rumah  tangga  dengan

Penggugat,  Tergugat   dengan  Pemohon  bertempat  tinggal  bersama

dirumah orang tua Tergugat;

- Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 3 orang anak,

masing-masing bernama WKW, RKW dan TKB;

- Bahwa benar sejak Akhir tahun 2009 rumah tangga Tergugat dan

Penggugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

dan benar pula penyebabnya adalah karena setiap ada permasalahan

dalam rumah tangga Tergugat tidak bisa menyelesaikan masalah secara

baik-baik dan sering marah marah dan berkata kasar, namun itu semua

Tergugat lakukan karena terpicu dari kemarahan istri;

- Bahwa  tidak benar pisah rumah sejak bulan Januari 2019, yang

benar antara Tergugat dan Penggugat pisah rumah sejak bulan Februari

2021;

- Bahwa  Tergugat sudah  didamaikan  oleh  keluarga  Penggugat

maupun Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa  Tergugat  keberatan  bercerai  dengan  Penggugat karena

Tergugat berkeyakinan rumah tangganya dengan Penggugat masih bisa

diperbaiki;

Bahwa atas jawaban Tergugat  tersebut,  Penggugat  mengajukan replik

yang pada pokoknya tetap pada gugatan;

   Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang

pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil jawaban Penggugat;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1.  Fotokopi  Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor :  XXX tanggal  19

Februari  2013,  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Magetan,
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Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua

Majelis diparaf dan diberi tanda P.1; 

2.  Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :  XXXX/2008  yang  dibuat  dan

ditandatangani  oleh Pegawai Pencatat  Nikah pada Kantor  Urusan Agama

Kecamatan  XXXX  Kabupaten  Magetan  Provinsi  Jawa  Timur  tanggal  25

Oktober 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan

telah  dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai,  lalu  oleh  Ketua

Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas

bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan

saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Saksi  I,  umur  38  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Pedagang,  bertempat

tinggal  di  Dusun  XXX  RT  10  RW  05  Desa  XXX  Kecamatan  Ngariboyo

Kabupaten Magetan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai

berikut :

- Bahwa,  saksi  adalah  kakak  kandung  Penggugat  Penggugat  dan  saksi

kenal dengan Tergugat; 

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri; 

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;  

- Bahwa,  selama  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  bersama

dirumah orang tua Tergugat; 

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-

masing bernama WKW, RKW dan TKB; 

- Bahwa, sepengetahuan saksi,  mengenai  rumah tangga Penggugat  dan

Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sejak Akhir

tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun,

sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa,  saksi  pernah  satu  kali  melihat  Penggugat  dan  Tergugat

bertengkar;
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- Bahwa,  sepengetahuan  saksi,  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat  terjadi  karena  Tergugat  kurang  dalam  memberikan  nafkah

kepada Penggugat;  

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah rumah

sejak bulan Januari 2019; 

- Bahwa,  sejak  berpisah  tersebut  sampai  dengan  sekarang  antara

Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi; 

- Bahwa,  saksi  maupun  pihak  keluarga  sudah  berusaha  merukunkan

keduanya baik  dengan menasehati  maupun dengan cara  musyawarah,

akan tetapi tidak berhasil; 

- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit merukunkan Penggugat

dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh ingin bercerai dengan

Tergugat;

- Bahwa,  saksi   sudah  tidak  sanggup  lagi  merukunkan  Penggugat  dan

Tergugat; 

2. Saksi  II,  umur  36  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  xxxxxxxxxx,  bertempat

tinggal  di  Dusun  XXXX RT 05  RW 02  Desa  XXXX Kecamatan  XXXX

Kabupaten  Magetan,  di  bawah  sumpahnya  memberikan  keterangan

sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat dan saksi kenal dengan

Tergugat; 

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ; 

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Oktober 2008

di KUA XXXX Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur;  

- Bahwa,  selama  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  bersama

dirumah orang tua Tergugat;  

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-

masing bernama WKW, RKW dan TKB;  

- Bahwa,  sepengetahuan  saksi,  rumah  tangga  antara  Penggugat  dan

Tergugat  pada mulanya rukun dan harmonis,  namun sejak akhir  tahun

2009  rumah  tangga  keduanya  sudah  tidak  rukun  lagi  karena  sering

bertengkar; 
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- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah rumah sejak bulan Januari 2019,

dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi; 

- Bahwa,  saksi  melihat  pertengkaran  Penggugat  dan Tergugat  sebanyak

dua kali;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan

nafkah kepada Penggugat;  

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan

keduanya  dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, namun

tidak berhasil; 

- Bahwa, sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit keduanya untuk rukun,

karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat ;   

- Bahwa,  saksi  sudah  tidak  sanggup  lagi  merukunkan  Penggugat  dan

Tergugat;  

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  bantahannya,  Tergugat  telah

mengajukan alat bukti satu orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. Saksi T, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal

di  Dusun Saksi  T Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Magetan,  di

bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa,  saksi  kenal  Penggugat  dan  Tergugat  dan  memiliki  hubungan

dengan Tergugat sebagai tetangga Tergugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal

25 Oktober 2008 di KUA XXXX Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur; 

- Bahwa,  selama  menikah  Penggugat dan  Tergugat  tinggal  bersama

dirumah orang tua Tergugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai  3 orang anak, masing-

masing bernama WKW, RKW dan TKB;

- Bahwa,  sepengetahuan  saksi,  mengenai  rumah  tangga  Tergugat  dan

Penggugat pada awalnya rukun dan harmonis,  akan tetapi  sejak tahun
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2009  rumah  tangga  Tergugat  dan  Penggugat  sudah  tidak  lagi  rukun,

sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa, saksi hanya mendengar cerita dari Tergugat jika rumah tangganya

tidak harmonis  karena Penggugat  tidak  menghormati  Tergugat  sebagai

suaminya;

- Bahwa, saksi  mengetahui  antara  Tergugat  dan  Penggugat  sudah pisah

rumah sejak bulan Februari 2021;

- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Tergugat

dan Penggugat sudah tidak pernah rukun lagi;

-  Bahwa,  saksi  maupun  pihak  keluarga  sudah  berusaha  merukunkan

keduanya baik  dengan menasehati  maupun dengan cara  musyawarah,

akan tetapi tidak berhasil;

-   Bahwa, sepengetahuan saksi,  sudah sangat sulit  merukunkan  Tergugat

dan  Penggugat karena  Penggugat  sudah  bersikukuh  ingin  bercerai

dengan Tergugat;

- Bahwa,  saksi   sudah  tidak  sanggup  lagi  merukunkan  Tergugat  dan

Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan

yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, begitu pula

Tergugat  juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya

tetap  berpendirian  sebagaimana  tersebut  dalam  dalil  jawabannya  dan

keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,  maka ditunjuk segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang  bahwa  Majelis  Hakim  dalam  setiap  persidangan  telah

berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat

dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
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Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut  Majelis  Hakim

berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga

telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator bernama  H. Isro' Jauhari, S.Ag

yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraiannya tidak berhasil, tetapi

perdamaian akibat perceraiannya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan

perdamaian  tanggal  31  Mei  2023,  karenanya  Majelis  Hakim  berpendapat

ketentuan  yang terkandung dalam  Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1

Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  juga  telah  terpenuhi

dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini  perkara perceraian,  maka

pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

ketentuan Pasal  80  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  7  tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang,  bahwa  alasan  pokok  Penggugat  mengajukan  gugatan

terhadap Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi sering

terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  disebabkan  karena  setiap  ada

permasalahan dalam rumah tangga Tergugat tidak bias menyelesaikan secara

baik-baik justru sering marah dan kasar akibatnya  sejak bulan Januari  2019

antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang dan selama

itu  pula  sudah  tidak  ada  komunikasi  apalagi  menjalankan  kewajiban

sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam

jawaban  dan  dupliknya  membenarkan  sebagian  dan  membantah  sebagian

yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat

telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi; 
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Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup,

telah  dicap  pos  (nazegelen)  dan  sesuai  dengan  aslinya,  maka  bukti  surat

tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil,  isi  bukti  tersebut  mengenai  tempat

kediaman  Penggugat,  relevan  dengan  dalil  yang  hendak  dibuktikan  oleh

Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai

akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti

bahwa  Penggugat  bertempat  tinggal  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Agama

Magetan,  dengan  demikian  Pengadilan  Agama  in  casu Pengadilan  Agama

Magetan berwenang untuk  memeriksan dan mengadili  gugatan Cerai  Gugat

yang  diajukan  Penggugat  (Vide  Pasal  49  dan  Pasal  73  Ayat  (1)  Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang,  bahwa  bukti  P.2  merupakan  akta  autentik,  bermeterai

cukup,  telah  dicap pos (nazegelen)  dan sesuai  dengan aslinya,  maka bukti

surat  tersebut  telah memenuhi  syarat  formil,  isi  bukti  tersebut  menerangkan

bahwa  Penggugat telah menikah dengan  Tergugat pada tanggal  25 Oktober

2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh  Penggugat, sehingga

telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

 Menimbang,  bahwa berdasarkan bukti  P.2 terbukti  bahwa  Penggugat

dengan  Tergugat adalah suami  istri  sah,  menikah pada tanggal  25  Oktober

2008  di  KUA XXXX Kabupaten  Magetan  Provinsi  Jawa  Timur,  hal  tersebut

sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena  Penggugat dan  Tergugat masih terikat

sebagai  suami  istri  yang  sah,  maka  Penggugat sebagai  persona  standi  in

judicio memiliki  legal standing  sehingga  Penggugat dapat dinyatakan sebagai

pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang,  bahwa  2  (dua)  saksi  Penggugat,  adalah  keluarga  atau

orang dekat  Penggugat dan atau  Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.  Pasal  134 Kompilasi  Hukum
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Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat

formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang,  bahwa  keterangan  2  (dua)  saksi  Penggugat mengenai

hubungan  Penggugat dan  Tergugat serta  mengenai  keadaan  rumah tangga

Penggugat dan  Tergugat,  adalah  fakta  yang  pernah  dilihat  dan  didengar

langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh

karena  itu  keterangan  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil

sebagaimana  telah  diatur  dalam Pasal  171  HIR sehingga  keterangan  saksi

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa keterangan 2 (dua)  saksi  Penggugat bersesuaian

dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang

saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR; 

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil  bantahannya  Tergugat

mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya mengajukan alat bukti 1

(satu) orang saksi saja dan tidak ditambah dengan alat bukti lain, maka sesuai

Pasal 1905 KUH Perdata alat bukti Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat

batas  minimal  pembuktian  karena  keterangan seorang  saksi  tidak  dianggap

kesaksian  (unus  testis  nullus  testis),  sehingga  bantahan  Tergugat  harus

dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan

di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa sejak  akhir tahun 2009 antara  Penggugat dan  Tergugat sering

terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan masalah  ekonomi

dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat

dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang

dan  selama  itu  pula  keduanya  tidak  pernah  berkumpul  lagi  dan  tidak

melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya

suami isteri;

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga

Penggugat dan  Tergugat sudah  berusaha  menasehati  Penggugat dan
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Tergugat dan  sudah  ada  upaya  musyawarah  dua  keluarga  untuk

merukunkan  Penggugat dan  Tergugat,  akan  tetapi  tidak  berhasil,  karena

Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  fakta-fakta  kejadian  tersebut  di  atas

dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara  Penggugat dan  Tergugat terus

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan

hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah

demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya

sudah  nampak  yaitu  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  mampu

berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami

istri;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta

dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak

akan pernah  menjadi  kenyataan,  bahkan kehidupan rumah tangga itu  akan

menjadi  belenggu  bagi  kedua  belah  pihak,  keadaan  itu  pula  menunjukkan

ikatan  batin  mereka  terkoyak,  dan  tidak  ada  harapan  untuk  rukun  kembali

sebagai suami istri;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  di  atas,  maka  Majelis

Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga  Penggugat dan  Tergugat benar-

benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan

dan  pertengkaran  terus  menerus  yang  sudah  tidak  mungkin  lagi  untuk

dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga

yang  demikian  tidak  sejalan  dengan  maksud  dan  tujuan  perkawinan

sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam  yang  terkandung  dalam Kitab  Fikih  Sunah  Juz  II  halaman  290  yang

diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :
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Artinya : “Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku

selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga

hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri

antara mereka berdua”;

Menimbang,  bahwa  berkaitan  dengan  perkara  a  quo,  sesuai  dengan

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret

1997 mengabstraksikan kaidah hukum Bahwa “suami istri yang tidak berdiam

serumah  lagi,  dan  tidak  ada  harapan  untuk  hidup  rukun  lagi,  maka  rumah

tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Tanggal  19  Januari  1999  Nomor  :  44K/AG/1998  mengabstraksikan  kaidah

hukum :  “Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara  suami  sitri

telah terbukti  dalam pemeriksaan di  Pengadilan Agama dan di  dukung oleh

fakta tidak berhasilnya Majelis  Hakim merukunkan kembali  para pihak yang

bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1

Tahun  1974.  Secara  yuridis  gugatan  Penggugat  yang  mohon  perceraian

dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;

Menimbang,  bahwa  tugas  Pengadilan  dalam  menyelesaikan  perkara

perceraian,  ialah  berusaha  sedapat  mungkin  mendamaikan  atau  setidak-

tidaknya  menemukan  solusi  untuk  damai  bagi  kedua  belah  pihak.  Tidak

merupakan tugas Pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang

benar di dalam konflik rumah tangga, karena meskipun hal tersebut ditemukan,

juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak

tidak dapat di damaikan lagi. Kemudian daripada itu, posisi benar dan salah

dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau

kedua  belah  pihak  tidak  boleh  dipandang  sebagai  perbuatan  yang  berdiri

sendiri;

Menimbang,  bahwa  di  dalam  perkara  perceraian,  tidak  ada  pihak

diantara pasangan suami-isteri yang berada dalam posisi menang atau kalah,

oleh karena itu dalam hal gugatan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi
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pihak Tergugat dan sekaligus bukan pula merupakan kemenangan bagi pihak

Penggugat namun semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai  keinginan Tergugat untuk

tetap mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang mulia,

akan tetapi jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana digambarkan

dalam rumah tangga Penggugat  dan Tergugat  tersebut  tetap dipertahankan,

maka dipastikan antara keduanya sudah tidak dapat mewujudkan adanya rasa

saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaaan dan saling memberikan

bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, yang merupakan salah

satu faktor terpenting (sendi dasar) terwujudnya keharmonisan sebuah rumah

tangga  yang  menjadi  kewajiban  suami-isteri  seperti  diatur  dalam  Pasal  33

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Majelis Hakim menilai rumah

tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan

sebagai sebuah ikatan lahir bathin yang kuat (mitsaaqan ghalidhan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis

Hakim  berkesimpulan  bahwa  gugatan  Penggugat  telah  terbukti  memenuhi

ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70

Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo.

Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  Jo. Pasal 116

Huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  oleh  karenanya  gugatan  sebagaimana

tercantum dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui  mediasi,  dengan

dibantu  mediator,  Penggugat  dan  Tergugat  telah  mencapai  kesepakatan

perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum

dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 31 Mei 2023 dan Penggugat

merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan

bagian tak terpisahkan dari  gugatan Penggugat  dan disetujui  oleh Tergugat,

yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat
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mohon  kepada  Majelis  Hakim  agar  menguatkan  kesepakatan  perdamaian

tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana

telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah

Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  dan

Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  (MA)  Nomor  454  K/Pdt/1991,  menegaskan

kesepakatan  perdamaian  sebagian  termasuk  kesepakatan  terkait  akibat

perceraian  dapat  dikuatkan  dalam  pertimbangan  dan  amar  putusan  bila

perceraiannya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan

dengan  hukum,  ketertiban  umum,  dan/atau  kesusilaan;  b.  tidak  merugikan

pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan; 

Menimbang,  bahwa  setelah  Majelis  Hakim  meneliti  dan  mencermati

kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 31

Mei  2023,  Majelis  Hakim  menilai  kesepakatan  tersebut  tidak  bertentangan

dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak

ketiga;  dan  dapat  dilaksanakan,  sehingga  kesepakatan  tersebut  dapat

dipertimbangkan  dalam pertimbangan  dan  amar  putusan  ini  serta  mengikat

kepada  Penggugat dan  Tergugat,  untuk  itu  Majelis  Hakim  menghukum

Penggugat dan  Tergugat untuk  mentaati  dan  melaksanakan  kesepakatan

tersebut;

Menimbang,  bahwa karena perkara  a quo  masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat  (1)  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  
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2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada

Penggugat (Penggugat);

3. Menetapkan anak yang bernama WKW, lahir di Magetan, tanggal

14 Desember 2011 dan TKB, lahir di Magetan, tangal 27 Februari 2021

dibawah  pengasuhan  pemeliharaan  (hadhanah)  Penggugat  dengan

ketentuan Penggugat  tidak  melarang Tergugat  untuk  bertemu dengan

kedua anak tersebut untuk memberikan kasih sayang;

4. Menetapkan anak yang bernama RKW, lahir di Magetan, tanggal

27  September  2017 dibawah  pengasuhan  pemeliharaan  (hadhanah)

Tergugat, dengan ketentuan Tergugat tidak melarang Penggugat untuk

bertemu dengan anak tersebut untuk memberikan kasih sayang;

5. Meghukum  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sebesar Rp 825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

dilangsungkan  pada  hari  Rabu tanggal  14  Juni  2023 Masehi,  bertepatan

dengan  tanggal  25  Zulqaidah  1444 Hijriyah,  oleh  kami  Wakhidah,

S.H.,S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis,  H.M. Jazuli,  S.Ag.,M.H dan  Lusiana

Mahmudah,  S.H.I.,M.H masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan

dibantu oleh Subban Kafrowi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Wakhidah, S.H.,S.H.I.,M.H 
Hakim Anggota

Ttd

Hakim Anggota

Ttd
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H.M. Jazuli, S.Ag.,M.H

Lusiana Mahmudah, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

Subban Kafrowi, S.Ag

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp.  30.000,00

2. Proses : Rp.  75.000,00

3. Panggilan : Rp.  340.000,00

4. PNBP Panggilan : Rp.  20.000,00

5. Redaksi : Rp.  10.000,00

6. Meterai : Rp.         10.000  ,00  

Jumlah : Rp.  825.000,00

(delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)
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